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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku hacking atau peretasan 

terhadap situs atau website perusahaan dapat dikenakan dengan 

Pasal 30 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik setiap orang dengan sengaja 

dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau 

system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, 

menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan di 

penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), akan tetapi 

yang menjadi permasalahan adalah ketika pelaku hacking tersebut 

hingga saat ini tidak dapat ditemukan atau diketahui keberadaanya. 

Inilah yang menjadi permasalahan serius bagi pemerintah, karena 

akibat tidak diketahuinya pelaku peretasan maka norma hukum 

tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung. Hukum pidana 

sebagai alat untuk mengatur tindakan-tindakan atau perbuatan 

yang hidup di masyarakat seharusnya dapat meredam arus 

perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, sehingga 

tujuan dari hukum pidana tersebut dapat tercapai.Mengacu kepada 

contoh kasus peretasan website milik indosat dan telkomsel yang 
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diretas dan hingga saat ini pelaku nya tidak dapat ditemukan, 

merupakan contoh kongkrit bahwa tujuan dari hukum pidana tidak 

tercapai. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari hukum pidana 

modern yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan, akan 

tetapi hal tersebut belum dilakukan secara maksimal sehingga 

kaidah hukumnya pun tidak dapat diterapkan secara benar. 

2. Penegakan hukum terhadap tindakan hacking atau peretasan di 

indonesia masih lemah dan/atau belum ditegakan secara nyata 

dimana pada kedua contoh kasus yang penulis teliti yaitu kasus 

peretasan situs atau website telkomsel dan kasus peretasan situs 

indosat hingga saat ini pelaku nya belum ditemukan. Ini lah yang 

menjadi permasalahan dimana ketika suatu aturan hukum nya telah 

ada tetapi tidak di imbangi oleh profesionalisme dari apratur 

penegak hukum nya itu sendiri yang dalam hal ini adalah 

kepolisian. Esensi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya yaitu hukum nya itu sendiri, penegak hukum 

(pihak-pihak penegak hukum), sarana atau fasilitas yang 

mendukung penegak hukum, masyarakat dan faktor kebudayaan 

yang hidup dimasyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat 

mempengaruhi penegakan hukum khususnya penegakan hukum 

perkara cyber crime seperti contoh kasus yang penulis teliti. 

B. SARAN 

Untuk menghadapi perkembangan teknologi yang bergitu cepat saat 

ini, perlu juga di imbangi dengan perkembangan hukum dan apratur 
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penegak hukumnya. Dalam hal ini apratur penegak hukum perlu 

meningkatkan kualitas untuk mengungkap kasus-kasus hacking atau 

peretasan. Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya yaitu hukum nya itu sendiri, penegak hukum, sarana atau 

fasilitas yang mendukung penegak hukum, masyarakat dan faktor 

kebudayaan yang hidup dimasyarakat, untuk itu perlu peran serta semua 

pihak untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini. 
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